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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Akibat hukum yang akan diperoleh dari perjanjian waralaba yang tidak 

diikuti dengan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah perjanjiannya 

dapat dibatalkan.  Perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena subjek dalam 

perjanjian yaitu pemberi waralaba yang tidak memiliki STPW telah melangar 

ketentuan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian 

tersebut melanggar syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam 

KUHPerdata pada Pasal 1320 yaitu kecakapan para pihak. Perjanjian Waralaba 

yang tidak ada STPW maka perjanjian tersebut telah meyalahi peraturan terkait 

waralaba. Subjek hukum dalam perjanjian waralaba dalam hal ini pemberi 

waralaba tidak mendaftarkan prospektus waralaba untuk memperoleh STPW 

menyebabkan perjanjian tersebut memiliki akibat hukum Dapat dibatalkan yang 

berarti perjanjian tersebut telah batal oleh penerima waralaba atau kesepaktan 

kedua belah pihak serta pemberi waralaba wajib mengembalikan dana sesuai 

nominal sesuai dengan yang telah diberikan oleh penerima waralaba. Penerima 

waralaba dalam hal ini harus melakukan pembatalan terhadap perjanjian 

tersebut karena perjanjian tersebut subjek hukumnya yaitu pemberi waralaba 

dianggap tidak cakap. Dengan demikian, kewajiban dari pemberi waralaba 

sudah sangat jelas karena harus mendaftarkan perjanjian waralabanya untuk 
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mendapatkan sebuah STPW dan suatu perjanjian waralaba akan dianggap sah 

dimata hukum. 

Perlindungan hukum yang akan diperoleh dari penerima waralaba atas 

perjanjian waralaba yang tidak disertai dengan STPW akan memperoleh 

perlindungan secara preventif dan represif. Dalam hal perlundungan secara 

preventif diperoleh melalaui penulisan hak dan kewajiban dari kedua belah 

pihak secara jelas ke dalam perjanjian waralaba tersebut. Hak yang akan 

diperoleh masing-masing pihak sudah jelas serta kewajiban-kewajiban yang 

harus dijalankan oleh kedua belah pihak juga sudah jelas sedangkan 

perlindunga hukum secara represif diperoleh melalui penambahan klausul 

dalam perjanjian waralaba dengan menuliskan penyelesaian sengketa beserta 

dengan penyelesaian dan lembaga hukum apa yang akan digunakan apabila 

terjadi permasalahan saat perjanjian tersebut berjalan. Dengan demikian, 

perlindungan hukum yang diperoleh dari penerima waralaba adalah dari 

perjanjian waralaba itu sendiri. 

 

B. Saran   

Untuk pemberi waralaba harus lebih memperhatikan peraturan-

peraturan yang berlaku terkait dengan waralaba terlebih yang berkaitan dengan 

pendaftaran waralaba ataupun izin-izin yang diperlukan saat membuka 

waralaba. Hal tersebut menjadi penting bagi pemberi waralaba karena sudah 

menjadi kewajiban dari pemberi waralaba. 
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Untuk penerima waralaba harus lebih cermat pada saat membuat 

perjanjian dengan memastikan apakah dokumen-dokumen dari usaha tersebut 

sudah lengkap salah satunya adalah STPW. Jika usaha tersebut ternyata tidak 

memiliki izin STPW maka perjanjian tersebut akan merugikan penerima 

waralaba dan harus dilakukan pembatalan perjanjian karena kertidakcakapan 

pihak pemberi waralaba sehingga penerima waralaba tidak dapat menjalakan 

usaha waralabanya. Dikarenakan pemberi waralaba tidak memiliki izin STWP 

dan dikawatirkannya penerima waralaba tidak mengetahui bahwa ia juga harus 

memiliki STPW tersebut. Dengan demikian, penerima waralaba harus lebih 

teliti dalam pemilihan usaha waralaba yang ingin dibukanya dengan mengecek 

dokumen-dokumen kelengkapan usaha tersebut sebelum membuat perjanjian 

dengan pemberi waralaba karena kelengkapan dokumen akan mempengaruhi 

kecakapan dari pihak-pihak waralaba. 
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